BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan

Desa telah diberikan kepercayaan yang besar dari pemerintah pusat
untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri. Dengan otonomi tersebut
diharapkan terjadi pemerataan pelaksanaan pembangunan agar dapat
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyrakat desa, sehingga
permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah
sosial budaya dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang
mempengaruhi keterlambatan pelaporan APBDes:

1. Tidak semua aparatur Desa Wemeda memahami tentang pengelolaan
anggaran desa sehingga aparatur Desa Wemeda melakukan kegiatan
tanpa membuat dokumen — dokumen perencanaan sehingga berdampak
pada proses penyusunan laporan keungan APBDes menjadi terhambat.

2. Sumber Daya Manusia di Desa Wemeda terdapat 2 orang saja yang
berjenjang pendidikan sampai tingkat sarjana, tetapi khususnya
Bendahara Desa Wemeda jenjang sarjananya non ekonomi sehingga
agak sulit dalam menyusun laporan keuangan APBDes.

3. Sarana dan Prasarana di Desa Wemeda Kurang Mendukung seperti
kurangnya komputer, mesin printer dan jaringan wifi dalam membuat
laporan sehingga dapat Mempengaruhi Keterlambatan Laporan

Keuangan APBDes
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6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Apratur Desa Wemeda Perlu membuat Dokumen perencanaan dalam
bentuk Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Pemerintah Desa Wemeda perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang Teknologi Informasi,
dan Akuntansi. pemerintah desa juga perlu mengikuti pelatihan secara
kontinyu dan merata khususnya bendahara sehingga dalam menjalankan
tugas pelaporan APBDes, bendahara bisa lebih memahami Proses
pengelolaan keuangan Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan.

Perlu meningkatkan fasilitas Sarana dan prasarana di Desa Wemeda
seperti pengadaan penambahan komputer, mesin printer dan fasilitas
internet desa untuk mendukung dalam proses penyusunan pelaporan

APBDes.
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